BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos atau
strategus” dengan kata jamaknya “strategi” (Rayanto, 1998 : 94).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995 : 964), strategi
dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan
untuk mencapai sasaran khusus. Namun secara umum strategi
dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam
perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang.
Menurut Bryson (2001 : 189) strategi dapat dipandang sebagai pola
tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi
sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa
yang akan dikerjakannya dan mengapa organisasi melakukannya.
Oleh karena itu strategi merupakan suatu perluasan misi guna
menjembatani organisasi ( atau komunitas ) dan lingkungannya.
Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis,
strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan
pokok ( Bryson, 2001 : 27 ).

Pendapat lain dikemukakan oleh Hamel dan Prahald (dalam

Rangkuti, 1998:4) yang mengartikan :
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Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental
(senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh
para pelanggan di masa depan. Dengan demikian
perencanaan strategis hampir selalu dimulai dari ‘apa yang
dapat terjadi’, bukan dimulai dari ‘apa yang terjadi’.

Masih dalam Rangkuti (1998:3), Chandler mengemukakan

bahwa “Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak

lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.”

Sejalan dengan pendapat diatas Andrew (dalam Bryson,

2001:27) mendefinisikan:

Strategi sebagai pola tujuan dan kebijakan yang menegaskan
perusahaan dan bisnisnya. Seseorang melihat strategi yang
terbaik dengan menganalisis kekuatan (strengths) dan
kelemahan (weakness) internal perusahaan serta nilai-nilai
manajemen senior dan mengenali ancaman (threats) dan
peluang (opportunities) eksternal dalam lingkungan dan
kewajiban sosial perusahaan.

Dari beberapa pengertian strategi diatas dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa strategi menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a.

Tujuan dan sasaran, perlu dipahami tujuan berbeda dengan
sasaran. Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai di waktu
yang akan datang yang digambarkan secara umum dan relatif
tidak mengenal batas waktu, sedang sasaran adalah pernyataan
yang mengarah pada kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga

lebih terikat dengan waktu, dapat diukur dan dapat dihitung.
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b. Lingkungan, suatu organisasi tidak dapat hdup terisolasi,
organisasi akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.

c. Kemampuan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan
organisasi.

d. Pembuat strategi, merupakan elemen yang penting menyangkut
siapa yang kompeten dalam meyusun strategi.

e. Komunikasi, strategi akan berhasil melalui komunikasi yang

baik dan lancar.

Dalam merumuskan suatu strategi tidak lepas dari pengertian
tentang manajemen strategis. Menurut Fred R.David (dalam

Tripomo dan Udan, 2005:27).

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk ‘formulasi,
implementasi, dan evaluasi’ keputusan-keputusan yang
bersifat lintas fungsional, yang digunakan sebagai panduan
tindakan bagi fungsi SDM, pemasaran, keuangan, produksi,
dan lain-lain agar organisasi dapat mencapai tujuannya.

Pendapat sejenis dikemukakan juga oleh Wahyudi (1996: 15)

yang mengartikan manajemen strategik sebagai berikut :

Manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari
pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan
evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antar
fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi
mencapai tujuan-tujuan masa datang.

Dari definisi diatas, terdapat 2 (dua) hal penting yang dapat

disimpulkan, yaitu bahwa:
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a. Manajemen strategis terdiri atas tiga proses :

1) Pembuatan strategi, yang meliputi pengembangan misi
dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang
dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan
perusahaan/organisasi, pengembangan alternatif-alternatif
strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk
diadopsi.

2) Penerapan strategi, meliputi penentuan sasaran-sasaran
operasioanl tahunan, kebijakan perusahaan/organisasi,
memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber-
sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat
diimplementasikan.

3) Evaluasi/kontrol strategi, mencakup usaha-usaha untuk
memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan
penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu
dan organisasi/perusahaan serta mengambil langkah-
langkah perbaikan jika diperlukan.

b. Manajemen strategis memfokuskan pada penyamanan atau
penggabungan  aspek-aspek  pemasaran, riset dan
pengembangan, keuangan atau akuntansi dan produksi atau

operasional dari sebuah bisnis.

Selain manajemen strategis, dalam proses penyusunan

strategi suatu organisasi, konsep yang tidak dapat dipisahkan
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adalah konsep mengenai perencanaan strategis, konsep ini penting
karena dalam setiap proses perumusan strategi harus melalui
perencanaan strategis agar dapat mengarahkan organisasi untuk

menyusun strategi yang efektif.

. Perencanaan Strategis

Konsep perencanaan strategis memfokuskan perencanaan
pada bidang-bidang yang strategis. Perencanaan itu berkaitan
dengan masa depan yang tidak dapat dipastikan karena senantiasa
terjadi perubahan yang cepat. Oleh karena itu, perencanaan tidak
dapat dipastikan karena akan selalu terjadi perubahan. Menurut
Bryson (2001:5), perencanaan strategis merupakan “a disciplined
effort to produce fundamental decisions actions that shape and
guide what an organization (or other entity) is, what it does and
why it does it”

Perencanaan strategis merupakan suatu upaya yang
didisiplinkan untuk membuat keputusan yang membentuk dan
mengarahkan apakah suatu organisasi itu, apa yang dilakukan, dan
mengapa organisasi tersebut melakukan itu. Artinya segala hal
yang dilakukan oleh suatu organisasi harus dikembalikan pada
alasan pembentukan organisasi tersebut agar apa yang dilakukan
organisasi tetap berada pada arah yang benar.

Sedangkan Flavel (1996 : 2) menyatakan bahwa

“perencanaan strategis merupakan suatu proses yang sistematis
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yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dan strategi-
strategi, kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana tindakan yang
dianggap paling penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Jadi
perencanaan strategis merupakan serangkaian proses perumusan
tindakan kebijakan mendasar dalam jangka panjang yang dilakukan
untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasi.

Cope, sebagaimana dikutip Flavel (1996 : 3) menjelaskan
perbedaan antara perencanaan jangka panjang (long range
planning) dengan perencanaan strategis. Perencanaan jangka
panjang didasarkan pada ekstrapolasi kecenderungan masa lalu
sedangkan perencanaan strategis memerlukan pencermatan /
penilaian perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dengan
demikian, perencanaan strategis dapat juga dikatakan sebagai suatu
sistem dan cara berpikir terbuka yang senantiasa mengakomodasi
perubahan lingkungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan
strategis merupakan suatu proses penyusunan strategi, rencana, dan
kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Bryson (2001 : 55), proses perencanaan strategis
dapat ditempuh dalam delapan (8) tahapan, yaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakai suatu  proses
perencanaan strategis
Mengidentifikasikan mandat organisasi
Memperjelas misi dan menilai organisasi

Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman
Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan

kW
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6. Mengidentifikasikan isu strategis yang dihadapi
organisasi

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa
depan.

Idealnya, ke delapan langkah tersebut harus mengarah kepada
tindakan, hasil, dan evaluasi. Dengan kata lain, tindakan, hasil dan
penelitian evaluatif harus menunggu hingga akhir, tetapi harus

menjadi bagian yang menyatu dari proses terus menerus.

Adapun teori utama yang digunakan sebagai acuan adalah
konsep perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Bryson dengan
tidak mengesampingkan pendapat-pendapat lain yang relevan
dengan kajian ini. Dipilihnya teori Bryson ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa teorinya diperuntukkan bagi organisasi sosial /
organisasi non profit / instansi pemerintah. Selain itu, kajian Bryson
juga mempersiapkan langkah strategis untuk instansi pemerintah
serta memberikan tahapan sederhana dan jelas untuk mulai
mempelajari  dan  mempertimbangkan lingkungan eksternal

organisasi.

Sesuai dengan delapan langkah diatas, perencanaan strategis
merupakan hasil kerja kolektif. Akan tetapi, mengingat bahwa
penelitian ini merupakan hasil kerja individu, maka ke delapan tahap
tersebut tidak akan dilakukan analisis seluruhnya, melainkan hanya

beberapa tahap saja antara lain :
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1.

Identifikasi Misi dan Mandat Organisasi.

Mandat organisasi adalah apa yang telah ditetapkan dalam
legislasi atau undang-undang yang menjadi dasar yuridis bagi
keberadaan organisasi publik. Dalam perencanaan strategis,
pemahaman terhadap mandat merupakan hal yang sangat penting
agar keputusan yang dibuat tidak menyimpang dari mandat.
Sedangkan misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi
yang akan diwujudkan dalam bentuk program atau pelayanan
yang diberikan. Misi digunakan untuk mengetahui alasan
dibentuknya suatu organisasi serta tujuan yang ingin diwujudkan
dengan dibentuknya organisasi tersebut.

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap
lingkungan internal dan eksternal. Dengan melakukan analisis
ini, maka suatu organisasi akan dapat menyusun strategi yang
sesuai dengan kondisi lingkungannya.

a. Analisis lingkungan internal
Analisis terhadap lingkungan internal berguna untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta aspek-aspek
yang membantu atau merintangi pencapaian misi dan
mandat organisasi. Analisis lingkungan internal dapat
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini :

1) Sumber daya manusia
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Sumber daya organisasi secara garis besar dapat
dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya
manusia (human resources) dan sumber daya non
manusia (non human resources). Sumber daya manusia
meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota
dalam organisasi yang masing-masing memiliki peran
dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi
manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang
yang meliputi potensi fisik dan non fisik (Sulistiyani
dan Rosidah, 2003 :9).Sumber daya non manusia terdiri
atas sumber daya alam (natural resources), modal,
mesin, teknologi, material, dll.. Pada prinsipnya, SDM
adalah satu-satunya sumber daya yang sangat
menentukan keberlangsungan suatu organisasi.

SDM dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas
dan aspek kuantitas. Aspek kualitas mencakup
kemampuan fisik maupun non fisik (kecerdasan, mental,
skill, pendidikan dan pengalaman). Sedangkan aspek
kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia
(Hasibuan, 2000 : 3). Kuantitas SDM dapat dilihat dari
seberapa besar jumlah personel, sedangkan kualitas
SDM dilihat dari aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek

non fisik (kualitas non fisik), (Notoatmodjo, 1992 : 2).
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2)

3)

Kuantitas SDM dilihat dari seberapa besar jumlah
personel, sedangkan kualitas SDM dilihat dari aspek
fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kekuatan non
fisik). Kesimpulannya jumlah SDM yang memadai dan
berkualitas akan sangat menentukan aktivitas atau
kinerja organisasi.

Sumber dana/dukungan anggaran

Menurut Swastha, seperti yang dikutip oleh Fathonah
(2002 : 40), anggaran merupakan alat untuk mencapai
tujuan organisasi. Sedangkan Keban (dalam Fathonah,
2002 :40) menyatakan bahwa kajian terhadap aspek
anggaran adalah dengan melihat sejauh mana
ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas dan
fungsi organisasi sekaligus bagaimana pemanfaatannya
secara efisien. Ketersediaan dana bagi suatu organisasi
merupakan salah satu syarat mutlak bagi kelancaran
aktivitas organisasi.

Sarana dan prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989 : 880),
sarana berarti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat atau media dalam mencapai tujuan. Sarana atau
fasilitas memegang peranan yang sangat penting dalam

suatu organisasi guna mendukung dan memperlancar
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seluruh aktivitas organisasi. Tanpa ketersediaan sarana
dan prasarana dalam jumlah dan kualitas yang memadai,
akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai
tujuannya.
b. Analisis lingkungan eksternal
Analisis yang kedua dilakukan terhadap lingkungan
eksternal organisasi. Lingkungan ini dapat berupa peluang
yang dimilki oleh organisasi dan ancaman yang harus
dihadapi oleh organisasi. Analisis ini meliputi identifikasi
terhadap kecenderungan perkembangan faktor politik,
ekonomi, sosial dan teknologi serta pengaruh dari
kolaborator dan kompetitor.
1) Aspek politik
Menurut Salusu (1996 : 321), dalam implementasi
manajemen strategis, aspek politik yang perlu
diperhatikan adalah perubahan peraturan perundang-
undangan terutama yang berkaitan dengan ruang
lingkup dan misi organisasi, dengan perhatian tidak
hanya pada dimensi lokal tetapi juga tingkat nasional
bahkan politik global. Perubahan situasi politik yang
terjadi di suatu wilayah tentu akan berpengaruh terhadap
kelangsungan organisasi yang ada di wilayah tersebut.

Untuk itu, perhatian terhadap situasi politik yang sedang
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2)

3)

terjadi mutlak diperlukan guna menyesuaikan kegiatan
dan kebijakan organisasi dengan perkembangan politik
yang ada.

Aspek ekonomi

Robinson dan Pearce (1997 : 93) mengatakan bahwa
salah satu aspek eksternal yang harus diperhatikan
adalah kecenderungan aspek ekonomi yang berkaitan
dengan sifat-sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu
organisasi beroperasi. Sedangkan menurut Siagian (
2006:65 ), aspek ekonomi berkaitan dengan
kecnderungan atau perkembangan ekonomi dalam
lingkungan dimana organisasi itu berada. Tanpa
memasuki kajian ekonomi secara mendalam, akan sulit
untuk mengembangkan strategi yang akan dipilih.
Aspek sosial

Menurut Siagian (2000 : 73), faktor sosial yang perlu
diperhatikan adalah keyakinan, sistem nilai dan gaya
hidup masyarakat. Sedangkan Mardiasmo (2002 : 3)
mengatakan bahwa faktor sosial yang penting adalah
keragaman suku, ras, agama, pertumbuhan penduduk
dan tingkat pendidikan masyarakat. Aspek sosial dalam
masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

jalannya organisasi sehingga harus disadari dalam setiap
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3. Pajak

4)

pngambilan keputusan. Aspek sosial dalam hal ini
berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat dan
pengaruh keberadaan perguruan tinggi sebagai mitra
organisasi.

Aspek teknologi

Pearce dan Robinson (1997 : 99) menyatakan bahwa
organisasi harus mencermati perkembangan teknologi
untuk menghindari  kekurangan dan mendorong
motivasi.  Adaptasi  teknologi akan  membuka
kemungkinan terciptanya produk baru maupun
memperbaiki prosedur pelayanan. Aspek teknologi
merupakan salah satu aspek yang berpengaruh penting
dalam pencapaian tujuan organisasi. Teknologi dalam
hal ini meliputi perkembangan sistem komunikasi yang
mampu diakses oleh pemerintah darah, jaringan jalan,
sarana transportasi, dan perkembangan teknologi
(komputerisasi) dan penggunaannya untuk menunjang

perumusan kebijakan atau strategi yang baik.

a. Pengertian Pajak

Soemitro (1979 : 23) menyatakan pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
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membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving

yang merupakan sumber utama.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun oleh
pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah
yang bila dari pemasukannya masih tedapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai public investment.
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5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu

mengatur.

Berdasarkan fungsinya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a)

b)

Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan
pajak di sini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan
untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas
negara / kas daerah dengan waktunya dalam rangka membiayai
seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah
pusat/daerah.

Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat /
daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar
sektor keuangan negara / daerah. Konsep ini paling sering
digunakan pada sektor swasta (Mardiasmo, 2006 : 1)
Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak diatas, dapat dipahami
atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada
khususnya yang dimaksudkan untuk mengisi kas negara /
daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai

pengeluaran rutin dan pembangunan pamerintah pusat/ daerah.
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b. Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

1))

2)

3)

4)

S)

Syarat keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai
keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus
adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan
pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing. Sedangkan adil  dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak
(WP) untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis
Pertimbangan Pajak.

Syarat yuridis. Artinya, pemungutan pajak harus berdasarkan
undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945
pasal 23 ayat 2. Hal ini memberkan jaminan hukum untuk
menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

Syarat ekonomis. Syarat ini berarti pemungutan pajak tidak boleh
mengganggu perekonomian seperti kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

Syarat finansiil. Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya
pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari
hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana karena sistem
pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (
Mardiasmo, 2006 : 2).

Untuk dapat melakukan pemungutan pajak, suatu negara harus

memiliki dasar teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi

pemberian hak kepada negara tersebut untuk memungut pajak.

Menurut Mardiasmo ( 2006 : 3 ), teori-teori tersebut antara lain :

1) Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta beda, dan
hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar
pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena
memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
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2) Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan
pada kepentingan (misalnya perlindungan) kepada masing-
masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3) Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya,
artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul
masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat
digunakan 2 pendekatan yaitu :
a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan
atau kekayaan yang dimiliki seseorang
b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya
kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4) Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada
hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara
yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa
pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5) Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan
pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya
beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga
negara.

Selain adanya justifikasi dalam pemungutan pajak, sistem

pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Official assesment system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self assesment system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk mentukan sendiri
besarnya pajak terutang.

3) With holding system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan
wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya
pajak terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2006 :7).
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c. Penentuan Pajak
Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

adalah Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000. Penentuan
besarnya pajak dilakukan melalui perhitungan yang didasarkan atas
data objek pajak, dasar pengenaan tarif pajak dan tarif pajak yang
berlaku. Pelaksana perhitungan pajak dapat dilakukan oleh
pemerintah, wajib pajak atau pihak ketiga. Penentuan besarnya pajak
ini biasanya dilakukan berdasarkan stelsel nyata (riel stelsel) yaitu
pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata)
sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan pada akhir tahun
pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
Berkaitan dengan penentuan pajak ini, ada empat macam tarif yang
dapat digunakan, yakni :
1) Tarif Sebanding / proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2) Tarif tetap

Tarif berapa jumlah yang tetap (sama) teradap berapapun jumlah

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3) Tarif progresif
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Persentase taif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
4) Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
4.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan
atas bumi dan bangunan. Menurut UUD 1945 Pasal 33, bumi termasuk
perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara. Disamping itu, negara Indonesia yang kehidupan rakyat dan
perekonomiannya sebagian bercorak agraris, bumi termasuk perairan
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi
penting dalam pembangunan nasional. Di lain pihak, bumi dan
bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi
yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak
atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Oleh karena itu, bagi
mereka yang memperoleh manfaat bumi dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya, wajar menyerahkan sebagian fasilitas yang
diperolehnya melalui negara melalui pajak. Pajak inilah yang disebut
dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dasar pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagai mana

telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994.
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a. Objek dan Subjek PBB
Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan
bumi meliputi tanah dan perairan (termasuk rawa-rawa,tambak,
perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Sedangkan bangunan
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan atau perairan, seperti jalan lingkungan dalam satu
kesatuan dalam komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, agar
mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewabh,
kilang minyak, air dan gas, pipa minyak serta fasilitas lain yang
memberikan manfaat. Sedangkan subjek pajak dalam PBB adalah
orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi,
dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memilki,
menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan

(Mardiasmo, 2006 : 295).

b. Dasar pengenaan Tarif PBB

Pada dasarnya pemungutan PBB menganut official assesment
system Yyaitu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak.
Penentuan PBB masih merupakan kewenangan pemerintah pusat,
dalam hal ini direktorat Jenderal Pajak (Dirjen) pajak. Penentuan
pajak didasarkan pada objek dan subjek pajaknya melalui pendataan

obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh aparat Dirjen Pajak
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yang ada di daerah. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar.

Penentuan besarnya pajak didasarkan pada klasifikasi objek
pajak yaitu bumi dan bangunan. Klasifikasi ini adalah
pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan
digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan
pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah
diperhatikan faktor-faktor sabagai berikut :

1) Tanah
2) Peruntukan
3) Pemanfaatan

4) Kondisi Lingkungan dan lain-lain
Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan

faktor-faktor berikut :

1) Bahan yang digunakan
2) Rekayasa
3) Letak

4) Kondisi Lingkungan dan lain-lain

Pemungutan PBB dilakukan dengan menggunakan tarif
sebanding yaitu berupa presentase tertentu yaitu sebesar 0,5% dari
nilai kena pajak. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang

tergantung oleh besar kecilnya objek PBB. Semakin besar nilainya

berarti semakin besar pajak yang terutang dan sebaliknya.
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B. Penelitian yang Relevan

1.

Penelitian Rahayu Dian Pratiwi tahun 2006 dalam skripsi yang
berjudul “Strategi Peningkatan Penerimaan PBB Kabupaten
Banyuwangi. Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan tahap-
tahap perencanaan strategis untuk direkomendasikan kepada
Dipenda Kabupaten Banyuwangi.Hasil penelitiannya merumuskan
berbagai strategi yang dianalisis dengan analisis SWOT kemudian
masing-masing strategi dinilai menggunakan tes litmus untuk
mengetahui strategi yang paling efektif untuk diterapkan. Dari
berbagai proses perumusan strategis tersebut kemudian diketahui
strategi yang perlu dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Banyuwangi
untuk meningkatkan penerimaan PBB antara lain meningkatkan
Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOP), komputerisasi pengelolaan
PBB, optimalisasi pendataan PBB dan peningkatan kesadaran wajib
pajak.

Penelitian Oentung Pramono tahun 2012 dengan judul “Efektivitas
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Sleman tahun 2010-2011”. Hasil
penelitiaannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan
PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Sleman tahun
2010 dan 2011 mengalami sedikit peningkatan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi  tingkat efektivitas pemungutan PBB adalah

penyuluhan, faktor pengawasan, faktor kerjasama antar instansi,
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faktor kenaikan potensi PBB, faktor himbauan SPPT, faktor
kesadaran wajib pajak, faktor domisili, faktor kemampuan petugas
pemungut pajak, faktor keterlambatan SPPT dan faktor keberatan
wajib pajak.
C. Kerangka Pemikiran
Salah satu tujuan diberikannya otonomi daerah adalah untuk
memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan
mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Konsekuensi logis dari
pemberian otonomi ini adalah pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunannya harus siap menerima beban dan tanggung jawab
yang berkaitan dengan sumber daya dalam pembiayaan
operasionalisasi pemerintah daerah. Suatu daerah otonom akan mampu
menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan jika
ditunjang oleh sumber keuangan yang memadai. Tanpa sumber daya
keuangan yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan program pembangunan tidak akan berjalan dengan efektif.
Dengan demikian, suatu daerah otonom dituntut untuk lebih
meningkatkan kemampuan/kemandirian dalam bidang keuangan.
Pemerintah daerah harus mengoptimalkan upaya penggalian sumber-
sumber keuangan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan di
daerahnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk

36



itu, diperlukan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk
meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Dari tahun ke tahun jumlah ketetapan objek PBB-P2 di
Kabupaten Sleman terus meningkat. Tentunya dengan meningkatnya
jumlah ketetapan objek PBB tersebut diikuti dengan meningkatnya
jumlah ketetapan penerimaan PBB-P2. Tetapi pada kenyataannya
selama tiga tahun terakhir target penerimaan PBB-P2 masih belum
mencapai 100%. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan seperti :
masih terjadi penunggakan penerimaan PBB-P2, masih banyaknya
objek pajak yang belum melunasi pajaknya tepat waktu, masih banyak
terjadi kesalahan dalam ketetapan PBB-P2 dan strategi yang telah
dirumuskan oleh Dipenda Kabupaten Sleman masih belum dapat
meningkatkan penerimaan 100% target penerimaan PBB-P2.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2, Dipenda
Kabupaten Sleman diharapkan mampu menganalisis strategi
peningkatan penerimaan PBB-P2 berdasarkan analisis lingkungan
strategis dan analisis faktor lingkungan. Analisis tersebut digunakan
untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat tercapainya strategi peningkatan penerimaan PBB-P2.
Berdasarkan karakteristik tersebut, maka untuk keperluan analisis
strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Dipenda Kabupaten
Sleman, peneliti mengacu pada konsep perencanaan strategis yang

dikemukakan oleh Bryson. Dipilihnya teori Bryson ini didasarkan pada
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pertimbangan bahwa teorinya diperuntukkan bagi organisasi sosial /
organisasi non profit / instansi pemerintah.

Mengacu pada pendapat Bryson, untuk menganalisis
perencanaan strategis suatu organisasi diperlukan langkah strategis
seperti analisis lingkungan strategis dan analisis faktor lingkungan
internal dan eksternal organisasi. Analisis lingkungan internal dapat
meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sarana dan
prasarana, sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi faktor
politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Analisis tersebut digunakan
untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung dan
menghambat tercapainya strategi yang dilakukan organisasi.

Hasil analisis berdasarkan analisis lingkungan strategis dan
analisis faktor lingkungan secara keseluruhan akan menghasilkan
masukan dan rekomendasi bagi perbaikan strategi yang dirumuskan
oleh Dipenda Kabupaten Sleman agar diketahui faktor-faktor yang
dapat berpengaruh dan menghambat dalam proses implementasi
strategi yang dilaksanakan. Diharapkan Dipenda Kabupaten Sleman
dapat meminimalisir faktor kelemahan yang dimiliki oleh Dipenda dan
mengantisipasi ancaman yang mungkin akan terjadi dalam usaha
peningkatan penerimaan PBB serta memaksimalkan kekuatan yang ada
dan mengoptimalisasikan peluang yang ada dalam usaha peningkatan

penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman sehingga tercapai target
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peningkatan penerimaan PBB-P2. Mengenai kerangka pikir ini, dapat

dilihat pada bagan berikut :

4 )
—

. J

4 )

\_ J

\_

Y

J

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
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D. Pertanyaan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak memunculkan hipotesis penelitian
yang harus dibuktikan layaknya dalam penelitian kuantitatif, tetapi
memunculkan pertanyaan penelitan yang akan dicari jawabannya
berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian
kualitatif pertanyaan penelitian berfungsi untuk membantu peneliti
dalam memfokuskan tujuan peneliti ke dalam bentuk pertanyaan yang
spesifik. Selain itu juga berfungsi sebagai dasar pemikiran, arah
pemikiran dan penelitian sekaligus sebagai penentu berakhirnya
penelitian yang dilakukan.

Sebuah penelitian kualitatif dapat diakhiri jika semua pertanyaan
penelitian yang diajukan oleh peneliti telah menemukan jawaban
secara menyeluruh dan mendalam hingga pada esensi fenomena yang
diteliti. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini antara

lain :

1. Faktor-faktor lingkungan internal apa saja yang dapat
menghambat belum terealisasinya Penerimaan Pajak Bumi
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten
Sleman ?

2. Faktor-faktor lingkungan eksternal apa saja yang dapat
mendukung potensi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai target realisasi ?
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3. Bagaimana langkah-langkah penyusunan strategi yang dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan
sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?

4. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya
Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan sektor

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?
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